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ABSTRAK 

Sebagai salah satu institusi penegak hukum kepolisian merupakan satu dari empat 

subsistem sistem peradilan pidana. Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan selalu berhubungan dengan 

masyarakat. Hubungan antara kepolisian dengan masyarakat  tersebut yaitu dalam 

bentuk peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana pidana yang dilaporkan 

atau yang sedang terjadi di masyarakat. Setiap orang yang mengalami, melihat, 

menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana 

berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada kepolisian baik lisan maupun 

tulisan. Penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana merupakan 

salah satu kewenangan kepolisian yang diberikan oleh Undang-undang. Namun 

pada pelaksanaannya ditemukan adanya laporan atau pengaduan masyarakat yang 

ditolak oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu  Kepolisian Daerah Sumatera 

Barat dengan berbagai alasan tertentu yang mengakibatkan proses penegakkan 

hukum tidak terlaksana dengan baik serta berpotensi merugikan pelapor atau 

korban tindak pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian 

ini dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan kewenangan penerimaan laporan atau 

pengaduan dugaan tindak pidana di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 

Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu kepolisian berkewajiban menerima setiap 

laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat dan 2) 

Kendala yang dihadapi oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumbar 

dalam menerima laporan atau pengaduan seperti kekurangan personil dan jabatan 

serta belum maksimalnya kapasitas di tubuh organisasi Sentra Pelayanan 

Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat. 


